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PEMBARUAN PERADILAN

“Akses terhadap keadilan adalah hak warga negara, maka sudah
merupakan kewajiban negara untuk dapat memenuhinya berdasarkan
amanat Undang-undang Dasar.”

Akses pada Keadilan
adalah Hak Warga Negara
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“Setidak-tidaknya ada tujuh sarana untuk memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap
keadilan.” — Prof. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung RI

Banyak Sarana Untuk
Meningkatkan Akses Terhadap
Keadilan
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HARAPAN MASYARAKAT
DAN RESPON PENGADILAN

“Harapan terhadap upaya-upaya tersebut adalah percepatan realisasi pemenuhan hak-
hak dasar warga negara sehingga dapat mengurangi kelaparan dan kemiskinan,”.
NANI ZULMINARNI, DIREKTUR LSM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)
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PENGADILAN KELILING MEMPERLUAS
AKSES TERHADAP KEADILAN
Alasan geografis diharapkan tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat
daerah terpencil untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.
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“Upaya ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi 9%2(

manusia dan aturan hukum formal yang berlaku”
JOSE MARIA DE ARAUJO. TIMOR LESTE
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HARAPAN MASYARAKAT DAN
RESPON PENGADILAN (lanjutan)

Rakyat miskin ditengarai sebagai lapisan
masyarakat yang mengalami hambatan
mendapatkan pemenuhan hak-haknya memperoleh
keadilan..

“KUNCINYA

POLITICAL

WILL YANG
KUAT”
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“Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses
Pengadilan Agama adalah masalah biaya perkara dan
ongkos transportasi dari dan ke pengadilan,”

WAHYU WIDIANA. DIRJEN BADILAG
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Penting, Tindak Lanjut Agenda Kerja

“Tindak lanjut dari perencanaan tersebut, merupakan hal yang
penting harus dilakukan.”
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PROGRAM PRIORITAS
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PEMBARUAN PERADILAN 2011- 2012
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Keadilan Restoratif Untuk
Mewujudkan Keadilan
Terhadap Anak-Anak

Pada dasarnya anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum

tidak semata-mata sebagai pelaku suatu perbuatan kriminal atau pidana.

NANI ZULMINARNI, DIREKTUR
LSM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KEPALA

KELUARGA (PEKKA) (
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Berbagi Pengalaman dari Kamboja
dan Kepulauan Solomon
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Pengiriman berka elektronik pada berkas perkara kasasi/PK juga merupakan upaya
membangun pondasi pengelolaan dokumen elektronik di pengadilan.

Modernisasi Melalui Pengiriman
Berkas Elektronik pada Kasasi/PK
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Sistem manajemen perkara yang dilaksanakan secara elektronik
menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin suksesnya
pemeriksaan perkara yang efisien dan berbiaya murah

Sistem Manajemen
Perkara Elektronik
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Ketua MA Resmikan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara dan
Meja Informasi di Empat PN
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Kunjungan Federal Court of Australia ke
Mahkamah Agung dan PN Jakarta Utara
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“Mungkin perlu “pemasaran” bahwa sistem dokumen
elektronik ini menguntungkan semua pihak.”

WARWICK SODEN. FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

RNATIONAL ASSOCIATION FOR
COURT ADMINISTRATION

diterbitkan oleh
KANTOR
TIM PEMBARUAN
PERADILAN
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